KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
(BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF
INDONESIA (BWI).

Rapat Ke » 13

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat/ke- . Rapat Kerja / Ke- 5

Dengan . Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana

Sifat Rapat . TERBUKA

Hari, Tanggal - Rabu, 6 Juni 2018

Waktu : Pukul 14.00 WIB

Tempat - Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Ketua Rapat . Dr.H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.

Sekretaris Rapat . Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Acara :  Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun
2019)

Hadir S orang dari 49 orang Anggota

2. Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana beserta

jajarannya

. PENDAHULUAN:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata
Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul
10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
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2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanganan
Bencana dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H.,

M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II.  KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dengan agenda “Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan
RKP K/L Tahun 2019.” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIl DPR RI memahami penjelasan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019, sebesar
Rp694.625.671.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua
Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian

alokasi anggaran sebagai berikut :

Program Pagu Indikatif 2019
Program Dukungan Manajemen Rp213.952.678.000,- (Dua Ratus Tiga
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Belas Milyar Sembilan Ratus Lima
Lainnya Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Program Pengawasan dan Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar
Peningkatan Akuntabilitas Rupiah)

Program Penanggulangan Bencana | Rp467.672.993.000,- (Empat Ratus
Enam Puluh Tujuh Milyar enam ratus
tujuh puluh dua juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Total Rp694.625.671.000,- (Enam Ratus
Sembilan Puluh Empat Milyar Enam
Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus
Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat
Eselon | Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usulan tambahan

anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar
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Rp514.276.345.000,- (Lima Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh
Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam RAPBN 2019 yang

dialokasikan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
sebesar Rp210.455.465.000,- (Dua Ratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima
Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

b. Program  Pengawasan dan  Peningkatan Akuntabilitas  sebesar
Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

c. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp300.820.880.000,- (Tiga Ratus
Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah)

Sehingga Total wusulan Pagu Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp1.208.902.016.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus
Dua Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
agar dalam perencanaan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019), dengan sungguh-
sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR

RI sebagai berikut:

a. Meningkatkan program dan sasaran desa tangguh bencana terutama di daerah

yang termasuk kategori rawan bencana.

b. Meningkatkan pemanfaatan dan peran serta relawan bencana yang tersebar di

seluruh Indonesia terkait dengan kapasitas dan kualitasnya.

c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana BPBD di seluruh

Indonesia

d. Mengupayakan pemanfaatan asuransi bencana (risk financing) dalam kejadian

bencana.

e. Melakukan pemutakhiran peta risiko bencana dan melakukan kajian mengenai
prediksi anggaran tanggap darurat bencana dalam berbagai situasi dan tingkatan

bencana.
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f. Meningkatkan anggaran kesiapsiagaan dalam mengantisipasi peningkatan dan

luasnya daerah bencana.

g. Membangun kerjasama dan peran serta swasta dalam kesiapsiagaan bencana

melalui program desa tangguh bencana.

.  PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,
Ttd.
DR. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.




